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ABSTRAK

Pemilihan Kepala Desa merupakan sebuah demokrasi langsung yang
berhadapan dengan masyarakat desa, hal ini tidak bisa dihindarkan dengan yang
yang namanya praktik politik uang atau money politic. Fenomena menunjukkan
bahwa praktik politik uang terjadi pada saat Pemilihan Kepala Desa di Tempurejo,
kecamatan Tempuran, kabupaten Magelang, hal inilah yang kemudian menarik
perhatian penulis untuk lebih dalam lagi mengenai praktik politik uang pada
pemilihan Kepalan Desa dengan judul penelitian: Politik Uang Dalam Pemilihan
Kepala DesaDi Desa Tempurejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang
Tahun 2019 Perespektif Maslahah Mursalah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat
deskriptif-analitis, dengan menggunakan pendekatan empiris. Adapun penelitian
ini berupaya untuk menjawab dua pertanyaan yaitu: mengapa politik uang pada
pemilihan kepala desa tempurejo kecamatan tempuran kabupaten magelang
terjadi, dan bagaimana praktik politik uang pada pemilihan kepala desa tempurejo
menurutmaslahah mursalah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa
terjadinya politik uang atau money politic pada Pemilihan Kepala Desa Tempurejo
disebabkan oleh faktor pendidikan dan faktor kebiasaan. Faktor pendidikan
menyebabkan masyarakat tidak memahami bahwa praktik politik uang merupakan
pelanggaran di dalam Pemilu. Sedangkan faktor kebiasaan merupakan sebuah
anggapan masyarakat yang menyatakan bahwa politik uang merupakan sebuah
kewajaran, bahkan harus ada di setiap kali penyelennggaraan Pilkades. Selain itu,
politik uang pada Pemilihan Kepala Desa di Tempurejo menurut tinjauan masalah
mursalah merupakan tindakan yang merugikan masyarakat umum di kemudian
hari, dan dilarang oleh hukum Islam. Sebab tindakan politik uang sama persis
dengan risywah atau suap yang dapat merugikan individu maupun kelompok
masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci:Pilkades, Politik Uang, Maslahah Mursalah
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa
lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan
Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam
penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri
Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:
158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf | Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
\ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< ba’ B Be
< ta’ T Te
& §3° S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z ha’ H ha (dengan titik di bawah)
¢ kha’ Kh ka dan ha
2 Dal D De
3 Zal Z zet (dengan titik di atas)
D) ra’ R Er
D Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
) Sad S es (dengan titik di bawah)
o= Dad D de (dengan titik di bawah)
3 ta’ T te (dengan titik di bawah)
35 A Z zet (dengan titik dibawah)
& ‘ain ‘ koma terbalik (di atas)
¢ Gain G ge dan ha
s fa’ F Ef
3 Qaf Q Qi
4 Kaf K Ka
J Lam L El
B Mim M Em
O NQn N En
3 Waw( w We
A ha’ H Ha
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s Hamzah ’ Apostrof
¢ ya’ Y Ye
B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah
J5 Ditulis Nazzala
O Ditulis Bihinna
C. Ta’ Marbutah diakhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h
& Ditulis Hikmah
S Ditulis “illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali
dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh
maka ditulis dengan h.
HAPNEUS Ditulis Karamah al-auliya’
3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah
ditulis t atau h.
hilfS Ditulis Zakah al-fitri
D. Vokal
ditulis A
34 Fathah ditulis Fa’ala
< kasrah d!tul!s . I'
’ ditulis Zukira
Y ditulis U
4 D h -
e amma ditulis Yazhabu




E. Vokal Panjang

1 | Fathah + alif ditulis A
pE ditulis Fala
2 | Fathah + ya’ mati ditulis A
e ditulis Tansa
3 Kasrah + ya’ mati ditulis 1
Jinall ditulis Tafshil
4 | Dammah + wawu mati ditulis U
el ditulis Usdl

F. Vokal Rangkap

1 Fathah + ya’ mati ditulis Al
(L 3l ditulis az-zuhail?
) Fathah + wawu mati ditulis Au
a3l ditulis ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

& Ditulis A’antum
& Ditulis U’iddat
R Ditulis La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam
1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”

Al Ditulis Al-Qur’an

ol Ditulis Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf | (el) nya.

APVA(] Ditulis As-Sama’

Sl Ditulis Asy-Syams




I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut penulisnya.

Oaylics 58 Ditulis

Zawi al-furdd

BT Ditulis

Ahl as-sunnah

J.  Huruf Kalipat

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital
seperti yang berlaku di EYD, diantaranya vyaitu huruf kapital untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului
oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal

nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

@ o 53 63 HIoBD Db G

Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur’an

K. Pengecualian
Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan
terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz,

shalat, zakat, dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris. Figh Jinayah dan

sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri

Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan,

Hidayah, Taufig, Al-Ma’arif dan sebagainya.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak tradisional diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.'Desa
mengalami banyak perubahan peraturan, namun belum dapat mewadahi semuanya
sebagaimana banyak perubahan dalam sejarah peraturan desa, dalam
perjalanannya desa mendapatkan pengakuan dengan adanya Undang-Undang
tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang disahkan oleh
Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014,

Dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa, negara telah melakukan redustribusi sumber daya serta
memberikan mandat kewenangan kepada desa yang didahului dengan sebuah
pengakuan dan penghormatan secara penuh.?Lahirnya UU Desa telah memberikan
keleluasaan kepada desa untuk memperkuat dan mengembangkan prakarsa lokal,
semangat ekonomi dan kemandiriannya dalam mengelola pemerintahan desa dan
tata kelola keuangan desa, serta menggali dan mengelola seluruh potensi sumber
daya alam dan kekayaan milik desa.

Undang-undang ini memberikan kewenangan yang lebih besar kepada

desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan,

! Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia No.112 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Kepala Desa, Pasal 1.
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.



melakukan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
Berlakunya UU Desa membuat posisi desa bergeser dari sekadar wilayah
administrasi dibawah kabupaten menjadi entitas yang berhak untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat
setempat.® Untuk menjalankan urusan pemerintahannya sendiri, desa harus
mampu melahirkan pemimpin desa dengan proses demokrasi yang disebut dengan
Pemilihan Kepala Desa.

Pemilihan Kepala Desa dalam demokrasi telah menganjurkan masyarakat
untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan. Tujuan diselenggarakannya Pemilihan
Kepala Desa agar masyarakat bisa memilih pemimpin daerah dengan
keinginannya sendiri tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Selain itu,
Pemilihan Kepala Desa juga merupakan pesta demokrasi tingkat desa, dimana
masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon
Kepala Desa yang bertanggung jawab dalam membangundesa.

Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu hal yang dilaksanakan di setiap
Desa, merupakan suatu proses rutinitas pergantian pemimpin desa. Kepala Desa
merupakan pimpinan desa, masa jabatan Kepala Desa adalah enam tahun, dan
dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan. Persoalan demokrasi dalam
konteks Pemilihan Kepala Desa tidak sekadar mengukur partisipasi masyarakat,
tetapi pemerintah sebagai penyelenggara negara mampu mengontrol jalannya

partisipasi masyarakat sehingga menghasilkan keputusan politik yang baik.*

% Tim Humas BPKP Jateng diakses melalui situs www.http://bpkp.go .id/berita/ read
[situs/ resmi/ri pada tanggal 10 Desember 2020 pukul 09:07 WIB.

4 Amirullah Umar, “Demokratisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”, Jurnal
Ilmu Pemerintahhan, Vol. 7, No. 2, 2014, him. 112
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Pemilihan Kepala Desa yang berlangsung serentak di Kecamatan
Tempuran pada tanggal 24 November 2019 merupakan salah satu bukti atas
demokrasi yang ada pada tingkat daerah, sebanyak sepuluh desa di Kecamatan
Tempuran melangsungkan pesta demokrasi yang berlangsung secara
demokratis.’Desa Tempurejo terdapat lima calon kepala desa terpilih yang lolos
seleksi, dengan segala visi dan misi yang mereka perlihatkan dalam merebut suara
pemilih, sebelum berlangsungnya pemilihan, fenomena politik uang di Desa
Tempurejo sangat kuat. Tidak sedikit dari calon kandidat melakukan praktik
politik uang, dengan bermodalkan dana yang cukup besar, gejala yang paling
banyak dijumpai menjelang pilkades seperti membagikan amplop pada saat
kampanye berlangsung. Operasi fajar atau dikenal dengan serangan fajar,
dilakukan oleh salah satu tim sukses dari calon kades yaitu dengan mendatangi
rumah masing-masing warga dipagi hari sebelum mereka berangkat ke
pemungutan, tujuannya agar pemilih tersebut memilih kepala desa yang
ditentukan.

Praktik politik uang sejatinya telah dilarang dalam sistem pemilu di
Indonesia, karena pada hakikatnya politik uang tidak seirama dan sejalan dengan
tiga tujuan penyelenggaraan Pemilu yaitu: memperkuat sistem ketatanegaraan
yang demokratis, mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, dan
mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.® Pelarangan praktik politik uang

terdapat dalam Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

5 Redaksi Borobudur News diakses melalui situs https://borobudurnews. com/daftar-
kades-terpilih-dalam-pilkades-kecamatan-tempuran/ Diakses 10 Dese-mber 2020 pukul 10:45
WIB.

®Hariman Staria, “Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di
Indonesia”, Jurnal Antikorupsi, VVol. 5, No. 1, 2019, him. 2




Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa, setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim
Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau
materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung
ataupun tidak langsung.

Pelarangan praktik politik uamg tidak hanya berlaku bagi pemilihan umum
yang bersifat nasional saja, melain termasuk pada tingkatan Pemilihan Kepala
Desa. Pelarangan tersebut dipertegas dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang menyatakan
bahwa Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan datau memberikan
uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau
pemilih.

Secara spesifik pelarangan praktik politik uang juga diatur dalam Pasal 41
ayat (1) huruf k Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Pemilihan Kepala Desa, yaitu: pelaksanaan kampanye dilarang menjanjikan
atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Selain itu,
praktik pemberian uang saat kampanye juga dilarang dalam Pasal 30 ayat (1)
huruf j Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa, yaitu: pelaksanaan kampanye dilarang menjanjikan atau
memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik meneliti lebih
lanju mengenai praktik politik uang pada Pemilihan Kepala Desa, dengan judul

penelitian:Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desadi Desa Tempurejo



Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang Tahun 2019 Perespektif Maslahah
Mursalah.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti menarik
beberapa rumusan masalah sebagai berikut:
1. Mengapa Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Tempurejo
Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang terjadi?
2. Bagaimana PraktikPolitik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Tempurejo
menurutMaslahah Mursalah.
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan

Tujuan yang ingin didapat dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:
a. Mengetahui factor yang melatarbelakangi terjadinya praktik
politik  uang di Desa Tempurejo Kecamatan Tempuran
Kabupaten Magelang.
b. Mengetahui tinjauan maslahah mursalah terhadap praktik
politik uang pada Pemilihan Kepala Desa Tempurejo.
2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat

dipetakan sebagai berikut:



a. Untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu
hukum tata negara khususnya mengenai permasalahan politik
uang dalam Pemilihan Kepala Desa.

b. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu (S1)
dalam Hukum Tata Negara (Siasyah).

D. Telaah Pustaka

Peneliti mencoba melakukan penelusuran dengan tema terkait mengenai
“Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Dalam Prespektif Maslahah
Mursalah” dan menemukan beberapa tulisan berkaitan dengan tema penelitian ini,
yaitu sebagai berikut:

Karya Pertama yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Abu
Bakar pada Universitas Riau Tahun 2019 dengan judul,“Politik Uang Dalam
Peilihan Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusali
Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018)”, Skripsi ini membahas tentang
berbagai ragam politik uang yakni pembelian suara yang dilakukan oleh calon
Kepala Desa, serta faktor —faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang
dalam Pemilihan Kepala Desa. Peneliti berpendapat bahwa suburnya politik uang
tidak lepas dari kerangka hukum pemilu yang belum menjamin kepastian hukum
larangan politik uang. Untuk itu, perbaikan regulasi mendesak dilakukan. Dan
juga penelitian ini tidak menggunakan Prespektif Maslahah Mursalah.’

Karya Kedua yang ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Sitta Al

Savira pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakartadengan judul,

7 Abu Bakar “Politik Uang Dalam Peilihan Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Payung
Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018)”. Skripsi Fakultas IImu
Sosial dan lImu Politik Hukum Universitas Riau (2019).



“Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Cibeuteung Udik Kecamatan
Cisseng Kabupaten Bogor Tahun 2013”,Skripsi ini menjelaskan tentang praktik-
praktik politik uang dan juga faktor-faktor terjadinya praktik politik uang yang
sering terjadi karena kondisi ekonomi yang relatif rendah di pedesaan.
Perbedaannya dengan penelitian ini lebih terfokus pada budaya masyarakat
terhadap politik uang yang sudah melekat, serta penelitian ini menggunakan
prespektis Maslahah Mursalah.®

Karya Ketiga skripsi yang berjudul “Money Politik Dalam Pilkades di
Desa Tegal Ampel Kecamatan Tegal Ampel, Kabupaten Bondowoso Dalam
Prespektif Hukum Islam.”Di tulis oleh Hasan Abdillah Jurusan Jinayah Siasyah
Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2009.
Penelitian ini memberikan informasi dengan jelas tentang pelaksanaan pilkades di
Desa Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso dan mengetahui fenomena politik uang
dalam pilkades dilihat dari prespektif hukum islam. Peneliti mengharapkan
Money Politic dalam kasus pemilihan kepala desa diharamkan baik dari pihak
pemberi maupun pihak yang menerima apabila dilakukan oleh calon kepala desa
yang tidak memiliki integritas moral, atau potensi dan kelayakan untuk menjadi
kepala desa. Sedangkan uangnya baik bagi pemberi dan penerima berstatus uang
suap yang diharamkan.Money Politic dalam kasus pemilihan kepala desa
dibolehkan hanya bagi pihak pemberi, apabila hal ini dilakukan oleh seorang
calon yang memiliki integritas moral dan potensi atau kelayakan untuk menjabat

dan status uang bagi pemberi dihukumi hadiah. Sedangkan bagi pihak penerima

8 Sitta Al Savira “Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Cubeuteung Cisseng
Kabupaten Bogor Tahun 2013”. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Hukum Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah (2016).



tetap tidak diperbolehkan dan uang yang diterima dihukumi uang suap yang
diharamkan.

Karya Keempatskripsi yang ditulis oleh Mohamad Amanu mahasiswa
FISIP Universitas Brawijaya Malang Tahun 2015 yang berjudul “Politik Uang
dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Bayakan
Kabupaten Kediri). Skripsi yang memfokuskan adanya prakik politik uang yang
terjadi karena representasi dari expert agen (kandidat calon kepala desa, tim
sukses), dan lay agen (pemilih selain tim sukses) penelitian ini menjelaskan
praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh calon kepala
desa itu demi mendapatkan sebuah kursi jabatan kepala desa.®

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut meskipun terdapat persamaan
dengan penelitian sebelumnya, namun penelitian ini untuk pertama kalinya
dilakukan di desa Tempurejo Kec. Tempuran Kab. Magelang dan memiliki
perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Karena penelitian ini akan lebih fokus
terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi politik uang serta dampak
berlangsungnya politik uang dalam prespektif Maslahah Mursalah. Dari latar
belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan
judul: Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studiy Kasus Di Desa
Tempurejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang Tahun 2019) Prespektif

Maslahah Mursalah.

® Mohamad Amanu ”Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa
Jatirejo Kecamatan Bayakan Kabupaten Kediri)”. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Brawijaya Malang (2015).



E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Maslahah Mursalah
yang akan dijelaskan, berikut ini:

A. Definisi Maslahah Mursalah

Sebelum memahami Maslahah Mursalahsecara mendalam,terlebih
dahulu perlu diketahui makna dalam lingkup ilmu ushul figih. Secara etimologi
maslahah mursalah itu terdiri dari dua suku kata, yaitu maslahah dam mursalah.

Kata maslahah berasal dari kata shalahadengan penambahan alif di
awalnya secara arti kata berarti baik, lawan kata dari kata buruk atau rusak.
Maslahah adalah mashdar dari kata shalah yaitu manfaat atau terlepas dari
padanya kerusakan.!® Pengertian maslahah dalam bahasa arab adalah perbuatan-
perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Artinya, Maslahah adalah
segala sesuatu yang memberi manfaaat untuk manusia, baik atas sesuatu yang
menarik atau sesuatu yang menghasilkan keuntungan (kesenangan), atau dalam
arti menolak kerusakan. Istilah kedua, kata Mursalah adalah isim maf’ul dari fi’il
madhi berupa tambahan huruf tsulasi yaitu (ro dan sa). Di dasar, sehingga
menjadi (arsala). Secara etimologis berarti ketinggalan, atau dalam arti bebas,
kata “merindukan” dan “bebas” bila dihubungkan dengan kata maslahah berarti
“terlewatatau bebas dari bukti yang menunjukkan bisa atau tidak bisa
dilakukan”.*

Adapun istilah maslahah secara definitif yaitu dikemukakan oleh para

tokoh sebagai berikut:

10 Amir Sariffudin, Ushul Figih, (Jakarta: Prenanda Media Group, 2011), hal. 345
11 Saepul aziz “Maslahah Mursalah Dalam Posisinya Sebagai Hukum Islam” diakses
melalui https://jabar.kemenag.go.id Diakses 10 Desember 2020 pukul 15:53.


https://jabar.kemenag.go.id/

. Menurut Imam Ar-Razi
2¢00 Jada 8 oalial ZKRH) ¢ U0 a3 o) el o2 §5e L
2l 3al’s 2Ll aglsan  dgunils,
Artinya: “Maslahah adalah perbuatan yang bermanfaat yang telah
diperintahkan oleh musyarri’ (Allah) kepada hambaNya tentang pemeliharaan
agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya, dan harta bendanya.”’(Lihat: Al
Mahsul oleh Ar-Razi, juz 11, halaman 434).1?
Menurut Imam Al-Ghazali
3y 283 3 dadie 8 B JLaV1 3 e (g8 ARTLARN
Artinya: “Maslahah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak
madarat.” (lihat: Al-Mustafa oleh Imam Al-Ghazali, Juz I, halaman 39).13
. Menurut Hasbi Ash shiddieqy
Maslahah Mursalah adalah memelihara syara’ dengan jalan menolak
sesuatu yang merusakkan makhluk.
. Menurut Asy-Syatibi

Maslahah Mursalah adalah maslahahyang ada pada permasalahan baru

yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu, tetapi mengandung kemaslahatan yang

sejalan dengan tindakan syara. Asy-Syatibi juga berpendapat Maslahah Mursalah

hanya berkaitan dengan muamalat saja, bukan yang berkaitan dengan ibadah,

karena masalah-masalah muamalat dapat dilacak rasionalitasnya sedangkan

Masalah Ubudiyah tidak dapat dilacak rasionalitasnya.

12 Al Mahsul oleh Ar-Razi, juz II, halaman 434

13 Al-Mustafa oleh Imam Al-Ghazali, Juz I, halaman 39
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Dari beberapa definisi tentangMaslahah Mursalah yang berbeda, bisa

disimpulkan bahwa Maslahah adalah suatu yang dipandang baik oleh akal sehat

karena mendekatkan kepada kebaikan dan menghindarkan keburukan atau

kerusakan bagi manusia, sejalan dengan syara’ dalam menetapkan hukum.*

B. Ruang Lingkup Maslahah Mursalah

Ruang lingkup berlakunya maslahah mursalah dibagi atas tiga bagian

yaitu:

a.

Al-Maslahah al-Daruriyyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam
kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan
harta.

Al-Maslahah  al-Hajjiyah  (kepentingan-kepentingan esensial  dibawah
derajatnyaAl-Maslahah al-Daruriyyah,), namun diperlakukan dalam kehidupan
manusia agar tidak mengalami kesukaran, kesempitan, dan terhindar dari
kemudharatan yang akan menimpanya.

Al-Maslahah al-Tahsiniyyah (kepentingan-kepentingan pelengkap), Maslahah
dengan menggunakan semua yang layak dan pantas, jika tidak terpenuhi maka
tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya.

Ditinjau dari segi kandungan maslahah, ulama figih membagi menjadi dua

bagian, yaitu:

a. Maslahah Ammah, yaitu kemaslahatan yang menyangkut orang banyak, bukan

berarti untuk semua orang atau golongan, tetapi bisa berbentuk kepentingan

mayoritas umat.

14 Amir Syarifuddin, Ushul Figih Jilid 2, hal 347.
B1pid, him. 327.
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b. Maslahah khashshah, yaitu kemaslahatan yang menyangkut pribadi seseorang
dan ini sangat jarang sekali, seperti yang berkaitan dengan pemutusan
perkawinan, seseorang yang dinyatakan hilang (mafqud).

Dari segi eksistensinya, keberadaan maslahah menurut syara’ terbagi
menjadi tiga macam, yaitu:

a. Maslahah Al-Mu 'taharah, yaitu kemaslahatan yang diakui syar’i secara
tegas dengan dalil yang khusus, baik langsung maupun tidak langsung
yang memberikan petunjuk adanya maslahah menjadi alasan dalam
penetapan hukum.

b. Maslahah Al-Mulghah, yaitu kemaslahatan yang bertentangan dengan
nash, karena ada dalil yang menunjukkan bahwa itu bertentangan dengan
ketentuan dalil yang jelas.

c. Maslahah Al-Mursalah, yaitu maslahah yang tidak merujuk kepada dalil
dan termasuk jenis maslahah yang didiamkan oleh, maslahah al-mursalah
akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perubahan dan

kemajuan masyarakat islam.®

F. Metode Penelitian
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), yaitu

suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data

16 Hadi Periswito,Abdul Hadi, ”Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah”, (Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang), Vol. 15 No. 2, Juni 2019.
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yang ada di lapangan.!” Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Desa

Tempurejo, kecamatan Tempuran, kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang berarti penelitian ini

menjelaskan objek secara keseluruhan sesuai yang telah ada yang kemudian

dianalisis dengan menggunakan metode yang telah ditentukan.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus

disertai dengan konsep Maslahah Mursalah.

d.

Pendekatan studi kasus, sebagai sarana yang berguna untuk memahami
suatu problem, situasi tertentu dengan sangat detail dan mendalam. Dalam
studi kasus sebuah kasus bisa berupa orang, peristiwa, progam, periode
waktu, komunitas.
Konsep Maslahah Mursalah. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan
berbagai data-data terkait yang diperoleh dari media cetak, media sosial,
buku, jurnal, artilel, dan lain sebagainya. Kemudian data-data yang telah
terkumpul dianalisis dengan menggunakan konsep Maslahah Mursalah.
Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga komponen sebagai

berikut:

17Suharismi Arikunto, Dasar-Dasar Research, (Bandung: Tarsoto, 1995), him. 58
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a. Sumber Primer
Sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang
dilakukan kepada pihak desa Tempurejo yang meliputi Badan
Permusyawaratn Desa (BPD), mantan calon Kepala Desa, dan pemuda desa.
b. Sumber Skunder
Sumber Sekunder adalah sumber pendukung dalam penelitian ini.
Sumber pendukung dapat berupa bahan-bahan atau data yang membahas
terkait dengan hukum seperti buku, skripsi, tesis, jurnal, artikel dan lain
sebagainya
c. Data Tersier
Data tersier adalah data penunjang dari data primer dan skunder. Data
ini diperoleh melalui KBBI, Kamus Hukum, Kamus Al-Munawwir,
perkuliahan dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah
yang diteliti.
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam sebuah
penelitian, hal ini bertujuan untuk mendapatkan data dari sumber data yang telah
ditentukan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan sebagai berikut:
a. Observasi
Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara

mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis.*®

8Ibid, him. 45
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b. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan
untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dari narasumber.
Wawancara dilakukan dengan cara peneliti memberikan pertanyaan
sedangkan narasumber menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti.
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah sebagai data penelitian dan tidak semua isi
dokumen dimasukkan ke dalam penelitian ini, akan tetapi hanya diambil
pokok-pokok yang berkaitan dengan penelitian ini.
6. Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini menggunakanmetode deskriptif-analitis,
yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu data yang berkaitan dengan permasalahan
penelitian, kemudian dianalisis dengan pendekatan yang telah ditentukan. Di
samping itu logika (silogisme) yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika
deduktif dan induktif. Deduktif adalah mengumpulkan data umum untuk
memperoleh kesimpulan khusus, sementara induktif adalah mengumpulkan data

khusus untuk memperoleh kesimpulan umum.*®

G. Sistematika Pembahasan
Agar penelitian ini menjadi runtut dan terarah, maka sistematika
penelitian dengan judul “Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Tempurejo

Kecamatan Tempuan Kabupaten Magelang Prespektif Maslahah Mursalah”.

19 H. Mudiri, Logika, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), him. 13-14.
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Maka sistematika penulisan yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai
berikut:

Bab Pertama, adalah pendahuluan yang memuat beberapa aspek yang
sangat penting dalam sebuah penelitian. Pada bagian ini diuraikan latar belakang
penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,
kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penyajian laporan penelitian.
Bab pertama ini dimaksudkan untuk menjadi acuan umum dalam uraian skripsi
ini.

Bab Kedua, merupakan bab yang membahas teori pada penelitian ini
sebagai pijakan dalam menganalisis permasalahan, teori yang digunakan adalah
maslahah mursalah

Bab Ketiga, membahas objek yang akan diteliti, yaitu gambaran tentang
profil desa danpermasalahan politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa, yang
meliputi gambaran umum tentang bagaimana penyelesaian permasalahan politik
uang dalam Pilkades.

Bab Keempat,berisikan analisis mengenai politik uang dalam Pemilihan
Kepala Desa dengan menggunakan tinjauan konsep maslahah mursalah.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran
atas penulisan skripsi ini dimana dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai daftar

tabulasi dari segala rujukan sumber yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.
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BAB YV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab
sebelumnya yang secara umum membahas tentang Politik Uang dalam Pemilihan

Kepala Desadi Desa Tempurejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang

Tahun 2019 Perespektif Maslahah Mursalah, dapat disimpulkan menjadi bebeapa

poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya politik uang atau money politic pada Pemilihan Kepala
Desa Tempurejo, kecamatan Tempuran, kabupaten Magelang disebabkan
oleh faktor pendidikan dan faktor kebiasaan. Faktor pendidikan menyebabkan
masyarakat tidak memahami bahwa praktik politik uang merupakan
pelanggaran di dalam Pemilu. Sedangkan faktor kebiasaan merupakan sebuah
anggapan masyarakat yang menyatakan bahwa politik uang merupakan
sebuah kewajaran, bahkan harus ada di setiap kali penyelennggaraan
Pilkades.

2. Praktik politik uang pada Pemilihan Kepala Desa di Tempurejo menurut
tinjauan masalah mursalah merupakan tindakan yang merugikan masyarakat
umum di kemudian hari, dan dilarang oleh hukum Islam. Sebab tindakan
politik uang sama persis dengan risywah atau suap yang dapat merugikan

individu maupun kelompok masyarakat itu sendiri.
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B. Saran

Setelah melakukan pembahasan, menganalisis dan memberikan
kesimpulan atastinjauan maslahah mursalah terhadappolitik uang dalam
pemilihan kepala desadi desa Tempurejo, maka dalam rangka memberikan
manfaat kepada semua pihak, penulis memberikan saran dan rekomendasi
sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Desa: untuk menghindari segala bentuk praktik
uang yang terjadi pada setiap Pemilihan Kepala Desa, maka
Pemerintah Desa selayaknya memberikan edukasi politik kepada
masyarakat tentang bahayanya politik uang. Selian itu juga harus
dilakukan pengawasan ketat terhadap penyelenggaraan Pemilihan
Kepala Desa supaya terhindar dari praktik politik uang.

2. Kepada Masyarakat: untuk menghasilkan pemimpin desa yang
berkualitas, masyarakat harus menolak segala bentuk pemberian
apapun jelang pemilihan, sebab suara politik merupakan hak dan

menentukan nasib masyarakat di kemudian hari.
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